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DINAS KESEHATAN DAN KB
KOTA MADIUN
RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2018
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana 
I.
Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik
       Saat ini keterbukaan informasi publik menjadi isu penting  Hal  ini sangat dibutuhkan untuk menciptakan pemerintahan yang jujur dan transparan. Memahami tentang hal ini maka pada 2008 pemerintah mengeluarkan UU no.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).


Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah pun membuat kebijakan untuk dibentuknya  Pejabat Pengelola  Informasi dan  Dokumentasi  (PPID)  di  semua instansinya, tak terkecuali di Dinas Kesehatan Kota Madiun akhirnya dibentuk dengan
diterbitkannya
Surat  Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Nomor : 485.3/ 505 /401.103/2017 tanggal  2 Maret 2017  tentang Penunjukan Pejabat Penegelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
Dengan  adanya  Surat Keputusan  tersebut  diharapkan  pelaksanaan PPID  Pembantu Dinas Kesehatan dan KB dapat  lebih  terawasi  oleh  Atasan  PPID Pembantu   sehingga  mampu melayani masyarakat dengan lebih baik.

II.  Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
        PPID Pembantu  tidak memiliki ruang tersendiri dan petugas khusus dalam  melakukan pelayanan. Karena pada dasarnya jabatan PPID Pembantu merangkap  jabatan  yang  telah  ada  (ex  officio).  Hal  ini  juga  yang mendasari tidak adanya anggaran khusus bagi PPID Pembantu di Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun.
      Berikut Struktur Organisasi  PPID  Pembantu Dinas Kesehatan dan KB    sesuai  SK  Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Nomor : 485.3/ 505 /401.103/2017 tanggal  2 Maret 2017  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

DINAS KESEHATAN DAN KB KOTA MADIUN

	No.
	JABATAN
	
	JABATAN DALAM DINAS

	1
	Atasan PPID Pembantu
	:
	Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun

	2
	PPID Pembantu
	:
	Sekretaris Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun

	3
	Sekretaris
	:
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun

	4
	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
	:
:
	Koordinator : Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

Anggota      : Segenap Kepala Seksi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Madiun

	5
	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi


	
	Koordinator : Kepala Sub Bagian Perencanaan 

Anggota      :

1. Staf Sub Bagian Perencanaan 
2. Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi seluruh Puskesmas

	6
	Bidang Penyelesaiaan Sengketa Informasi
	:
	1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

2. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
3. Kepala Bidang Pencegahan dan pengendali- an Penyakit 
4. Kepala Bidang Keluarga Berencana
5. Segenap Kepala Puskesmas Se Kota Madiun


BAGAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

DINAS KESEHATAN DAN KB KOTA MADIUN


Atasan PPID
Ka.  Dinas Kesehatan dan KB


Ketua PPID Sekretaris Dinas Kesehatan 




Sekretaris
Kepala Sub Bag. Umum & Kepegawaian



Bid. Pelayanan &    Dokumentasi Informasi
Koordinator : 
Kepala Seksi Promkes dan Pemberdayaan Masy
Anggota      : 
Segenap Kepala Seksi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Madiun
Dalam SK tersebut tercantum bahwa Kepala Dinas Kesehatan dan KB bertindak sebagai Atasan PPID Pembantu dimana  beliau  bertanggung  jawab  dan  mengawasi  kinerja  PPID Pembantu Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun.
Sementara Kepala PPID Pembantu sebagai perpanjangan tangan beliau dijabat oleh Sekretaris Dinas Kesehatan dan KB sedangkan Sekretaris PPID Pembantu dijabat oleh Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian .
PPID Pembantu Dinas Kesehatan dan KB mempunyai 3  ( tiga)  Bidang  yakni  Bidang  Pelayanan dan Dokumentasi yang dikoordinator oleh Kepala Seksi Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat,  Bidang Pengelolaan  Data Klasifikasi  Informasi  dikoordinator oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Bidang Penyelesaiaan Sengketa Informasi oleh semua Kepala Bidang dan Kepala Puskesmas Se Kota Madiun. 
Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Pembantu Dinas Kesehatan dan KB telah memiliki beberapa Standar Prosedur Operasional (SPO) :

1.  SPO Permohonan Informasi Publik

2.  SPO Klasifikasi dan Pengecualian Informasi

3.  SPO Penyelesaian Sengketa Informasi
PPID Pembantu Dinas Kesehatan dan KB memiliki fasilitas :

1.  Meja pelayanan Informasi publik

2.  Kursi tunggu Pemohon Informasi 

3.  Telepon

4.  Komputer online (internet)

Dalam menyampaikan informasi baik program kesehatan maupun masalah kesehatan, dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui media cetak dan media elektronik. Dalam media cetak Dinas Kesehatan   mencetak spanduk, baliho, leaflet, lembar balik,  poster,  x banner dan stiker. Disamping itu informasi juga diberikan melalui koran lokal, siaran keliling oleh Puskesmas dan Dinas.

Sedangkan untuk media elektronik dilakukan dengan membuat radio spot, TV spot dan juga running text di TV lokal selain siaran radio di 3 stasiun radio (pemerintah dan swasta) setiap bulannya empat (4) kali dan siaran TV di 2 TV lokal setiap bulannya satu (1) kali. Informasi terkini dan serta merta  yang dapat diberikan melalui pengumuman, Web, Face Book serta Dinas Kesehatan dan KB memiliki beberapa run text di Dinas Kesehatan dan KB serta 6 Puskesmas.
III. Rincian Pelayanan Informasi Publik
PPID Pembantu Dinas Kesehatan memberikan  pelayanan  permohonan  informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja :

Senin s/d Kamis     : jam 08.00  – 15.00 WIB
Jum’at                   : jam 08.00  – 11.00 WIB

 Para  pemohon  informasi  dapat  melakukan  permohonan  informasi  baik secara langsung ke Dinas Kesehatan Kota Madiun maupun
tidak langsung melalui email ke alamat dinkes.madiunkota@gmail.com.
Berikut rincian permohonan informasi yang diterima oleh Dinas Kesehatan tahun 8 :

1.  Jumlah
permohonan
informasi
publik
yang
diterima
: 

- Permohonan lokal /masyarakat :      permohonan.

- Dari Kominfo : 4 Permohonan

- Industri Rumah Tangga : 83 permohonan
- Sekolah : 10 permohonan 

2.  Jumlah permohonan informasi di atas semuanya terpenuhi karena tidak ada yang masuk dalam informasi yang dikecualikan
IV. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Tidak ada pengajuan sengketa selama tahun 2018.
V. Kendala Internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik
 Tidak ada SDM khusus yang menangani PPID Pembantu, sehingga beberapa kegiatan sebagian ada yang belum bisa di publikasikan secara langsung kepada masyarakat. Demikian juga di tempat layanan PPID Pembantu belum ada petugas khusus karena semua pejabat dan petugas PPID Pembantu memiliki jabatan rangkap dan sudah mempunyai kegiatan utama yang banyak.

VI.  Kendala External dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik
Tidak ada kendala eksternal.
VII. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi
Ada Petugas yang khusus menangani sehingga permohonan masyarakat atau pihak luar bisa terlayani dengan lebih baik.
Demikian  laporan  tahunan  ini  kami  susun  secara  ringkas  sebagai  bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu Bagian Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun.

Madiun, 2 Januari 2019
Ketua PPID Pembantu Dinas Kesehatan 

dan Keluarga Berencana 
Sekretaris 
                       Lestari Nurhandayani, SKM
NIP. 19660502 198903 2010
Bid. Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi


Koordinator : Kepala Sub Bagian Perencanaan 


Anggota      :


Staf Sub Bagian Perencanaan 


2. Semua Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Puskesmas





Bidang Penyelesaiaan Sengketa Informasi 


Ka.Bid Kesmas 


Ka. Bid Yan SDK


Kepala Bidang P2P


Ka. Bid KB 


Segenap Kepala Puskesmas Se Kota Madiun








